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PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Kph

> TAATLLT -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Daspetah 25 Agustus 1997, agama Islam,
pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Suro Ilir 18 Juni 1987, agama Islam, pendidikan
tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten
Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2020
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Kph,
tanggal 25 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada
hari Jum’at tanggal 21 Juni 2013, dengan wali nikah ayah kandung
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Penggugat, status perawan dan jejaka dengan mas kawin berupa sejumlah
uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: nomor yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, 21 Juni
2013;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah orang tua Tergugat di Desa Suro llir, dan tidak pernah berpindah-
pindah sampai akhirnya berpisabh;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul
layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai satu orang anak yang bernama
anak, laki-laki, tempat tanggal lahir 27 Juni 2015, dan sekarang anak
tersebut ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 6
(enam) tahun, kemudian sejak bulan Juli tahun 2019 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering
terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

a. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara
Tergugat dan Penggugat;

b. Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri;

c. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret
tahun 2020, disebabkan berawal dari Tergugat memarahi Penggugat karena
Penggugat tidak pergi ke kebun. Setelah memarahi Penggugat, Tergugat

langsung mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, dan pada
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akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang
kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kepahiang sedangkan Tergugat
tetap tinggal di orang tua Tergugat di Kabupaten Kepahiang. Selama
berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat
juga tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat
dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan
terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq
Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan
memberikan putusan yang sebenarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

(relaas) Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Kph tanggal 27 Agustus 2020 dan 2
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September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena
Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, 21 Juni
2013, (bukti P);

B. Saksi:
1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya di
depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal
bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan
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pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur
masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 5
bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumabh;

- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya
didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal
bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan keluarga Tergugat selalu ikut campur
masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 5
bulan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;

- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat
menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang
tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Kph tanggal 27 Agustus 2020 dan 2 September
2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah,
sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan damai dengan
menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang
tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat

dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan
gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah
karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan masalah ekonomi.
Akibatnya sejak lebih 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah
rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata
Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang
menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan
tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap
mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang

berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat
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dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan
Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai
kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende
bewisjkracht) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti,
sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat,
dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya dan
memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis telah
mendengar dua orang saksi keluarga Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama
namun belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berakibat Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 5 bulan yang lalu dan hingga

sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya
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mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan
Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi
tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (veermodend) bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah
hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang
harmonis, rukun dan damai tentu antara Penggugat dengan Tergugat tidak
akan terjadi hidup berpisah rumabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka
majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah tinggal

bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
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2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih 5 bulan
dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

4. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim
berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah
sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan
perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu
mengetengahkan kaidah figh :

Fladl s e 238a auliall ¢y
yang artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada
mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat
fugoha dalam kitab AL-Muhazzab juz Il halaman 87 sebagai salah satu
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai
berikut:

il oaldll adde gl gy An 5 1 A ) pac il 3]

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;
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Menimbang, berdasarkan Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor
266/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18
Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka
yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah pernikahan
itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankankan atau tidak;

Menimbang, bahwa majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum
dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (vide. pasall49
ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku Il
Mahkamah Agung tahun 2013 yang telah menetapkan amar gugatan
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan
talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara
a-quo majelis hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Zuhri
Imansyah,S.H.I.,M.H.l., sebagai ketua majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, dan
Endah Tiara Furi,S.H.l., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan a quo
dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh
Marina, S.H, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zuhri Imansyah,S.H.l.,M.H.I
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy Endah Tiara Furi,S.H.I
Panitera Pengganti,

Marina, S.H
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya proses Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Rp. 270.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,00
6. Biaya materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)
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